WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 124 TAHUN 201%

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

PADA PERUSAHAAN DAERAH TAMAN SATWA TARU JURUG SURAKARTA

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1)
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pendirian
Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta,
maka perlu menyertakan tanah Hak Pakai Nomor 43
Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta
sebagai modal dasar;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah Pada Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru
Jurug Surakarta;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

4.Undang-Undang . . .



10.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahanl
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentangi
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2010
tentang Pendirian Perusahaan Daerah Taman Satwa
Taru Jurug Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta
Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pendirian
Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta
(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 14);

Dengan . . .



Dengan Persetujuan Bersama ‘

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA ! ‘
dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH
TAMAN SATWA TARU JURUG SURAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Surakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan
Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Surakarta.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Surakarta.

5. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah |

pengalihan kepemilikan barang milik Daerah yang
semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan
menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk
diperhitungkan sebagai modal Daerah pada Badan \
Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Taman \
Satwa Taru Jurug Surakarta.

7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Taman |
Satwa Taru Jurug Surakarta.

BAB 11 ‘
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2 ‘
(1) Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah ‘

untuk memperkuat struktur modal Perusahaan
Daerah. \

(2) Tujuan.. ..




